BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Orpanisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birckrasi, sehingga
perlu adanya regulasi yang mengatur penyederhanaan
sfruktur organisasi pada Perangkat Daerah i
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :  lUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerahh  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita  Negara
Tehun 1950} sebagaimana telah diubah dengan
Undanp-Undang Nomor 4 Tahun {968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupatens Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ientang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3.

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubak terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonmesia Tahun 2020 Nomor 2435, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminigtrasi Pemertntahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tamhahan Lembarian Negara Republik  Indonesia
Nomor 35601] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 itentang

8.

10.

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 temtang Perubaban Atas Peraturan
Pemerintah Nornor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik khdonesia
Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambaban Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
dishah dengan Peraturan Pemerinteh Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarcan Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoer 112,
Tarn bahan Lembaran Negara Repubilik.
Indonesia Nomor 3157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nemor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerinteh Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Deerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomar 6402);



Menetapkan:

I1.

12,

13.

14.

13.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676),
Perpturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36
Tahun 2006 tentang Tenaga Pendidik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomaoy
137 Tahun 2014 tentang Standar Nagional Pendidikan
Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomaor
16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun
2016 tentang Pedomean Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15
Tahurt 2005 ientang Melek Huruf di  Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten [ndramayu
Nomar 15 Tahun 2005}

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2015 temtang Pendidikan d Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentiukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten indramayu
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten indramayu Nomor 9
Tahun 32016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu [Lembaran
Daergh Kabupaten Indramayit Tahun 2021 Nomor 8.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISAS] DAN TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Paaal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

is
2,

Deerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan deerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan deerah otonom.
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Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan vang men jadi
kewenangan presiden vyang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan
masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  Kahupaten
Indramayu.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Bupati adalah Bupati Indramayu.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramav u

Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas 1 (saty) Sekretariat
dan paling banvak 5 (lima) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling
banyak 3 (liga) Sub Bagian dan Bidang terditi atas paling banyak 3
(tiga) Seksi.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Indrama yut.

Kepale adalah Kepalz Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Indramayu.

Sekretariat  adalah  Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
Kabupaten Indramayu.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten jndramayu.

Kepaia Bidang adalah Kepala Bidang pada Dines Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Indramayi.

Sub Bagian adalah Sub DBagian pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan
Kebudaysan Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dqu&n
profesinva dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten indramayu.

Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana vyang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Yyang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
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Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah
daerah provinsi kepada dacrah kabupaten/kota untuk melaksanakar
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Provinsi.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyvelenggarakan pendidikan pada jalur fiormal non-formal dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan vang berkualifikessi sebagai
gury, dosen, konselor, pamong belajar, widyatswara, 1utor,
instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesual dengan
kekhususannya serta berpartisipasi dalam  menyelenggarakan
pendidikan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota rasyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penvelengparaan pendidikan.
Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang vang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi

Pendidikan Non-formal vang selanjutmya disingkat PNF adalah jalur
pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan Anak Usia Dini vang selanjutnya disingkat PAUD adalah
suaty upava pembinaan vang ditujukan kepada anak sgik lahir
sampai dengan usia enam talun yang dilakukan melaiui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sekolah Dasar vang selanjutnyva disebut SD adalah  salab  satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar.

Sckolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP  adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyeienggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai ianfuen
dari 8D, Ml atau bentuk lain vang sederajat

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penvelenggaraan Kkegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

Peserta Didik adalah anggota masyarskat yang berusaha
mengembangkan potensi dini melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas
sekumpulan ‘warga masyarakat yang memberikan pengetahuan,
keterampilan dan sikap mentai tertentu bagi warga belajar.
Pendidikan Masyarakat adalab jenis pendidikan non-formal yang
meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
kecakapan hidup, pendidikan layanan khusus, pendidikan keluarga,
pendidikan pemberdayaan perempuan, taman bacaan masyarakat
dan pendidikan lainnya ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan warga belajar.
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BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjad
kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudavaan.
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawsh dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberlkan kepada daerah di bidang pendidikan dan

bidang kebudayaan.

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, Dinas mempunyai fungsi:

a perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

b pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
bidang kebudayaan;

d pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan,

e. pelaksanaan pengeiolaan UPTD;

{ pelaksanaan fungs: lain vang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB 1
ORGANISAS]

Bagian Kesartu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari:

a. Pimpinan adalah Kepala: :

b  Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Suby Bagian;

¢ Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Secksi, Kepala UPTD,

Kelornpok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.



Bagan Kedua
Susiinan Organisasi

Pasal 5
(] Dinas adalsh Dinas Tipe A
(3l Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdin
dari:
a Kepala
b Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2 Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi
¢. Bidang Pemhinaan PAUD dan PNF, membawahkan:
1. Kelompok Substansi Kurikufum, Penilaian dan Kelembagaan
PAUD dan PN¥;
2. Kepajla Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNE;
3. Kepala Seksi Peserta Didlk dan Pembangunan Karakter PAUD
dan PNF.
d Bidang Pembinaan SD, membawahkan :
1. Kelompgk Substansi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan SD;
2. Kepala Sekst Sarana, dan Prasarana SD;
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.
e Bidang Pembinaan SMP, membawahkan:
1. Kelompok Substansi Kurkulum, Penilaian dan Kelembagaan
SMP.
2. Kepalz Seksi Sarana dan Prasarana SMF;
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
f Bidang Kebudayaan, membawahkan :
1. Kelompok Substansi Cagar Budaya dan permuseuman;
2. Kelompok Substansi Sejarah dan Tradisi;
J. Kelompok Substansi Kesenian.
g Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
1. Kelompok Substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD,
PNF dan Tenaga Kebudayaarn,
2. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
3. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
h. UPTD.
i Kelompok Jabatan Fungsional.
(3 Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

1] Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan
mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di
bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

(3 Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada aysat

[1), Kepala mempunyai fungsi:



(1)
2)

¢

(4

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
bidang kebudayaan;

pelaksanaan administrasi Dinas ¢ bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan,

penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang
pendidikan dan bidang kebudayaan;

pelaksanaan pengeloiaan UPTD: _
pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinyva.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum
dan kepegawaian, keuangan sefta peréncanaan dan evaluasi. |
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris mempunyal fungsi:

&

3
k.
1

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan
kesekretariatan,

perumusan kebijakan tekmis dan pengoordinasian penyusunan
rencana dan program kerja Dinas; e
penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjan
Kinerja Dinas; 1
pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas; .
penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, Kkearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan; :
penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan,

pelakaanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Dinas; _
penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, laporan alcuntabilitas kinerja dan laporan
pertanggungjawaban Bupaty;

pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang: .
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan:

a
h

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan, _
Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaiuasi.
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Pasal &

Sub Bagian Umum den Kepegawaian dipimpin oleh secrang Kepala
Sub Bagian,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas
memiapkan bahan dan melaksangkan pengelolaan taia usaha,
kearsipan, perpustakaan. kehumasan. keprotokolan,
kerumahtanggaan, kepegawegian dan perlengkapan lingkup Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw=saian mempunyai fungsi :
a penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kena
operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan,
kehumasan, keprotokclan, kerumahtanggnan, kepegawaian dan

perlengkapan lingkup Dinas;

b. pengeiolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan,

¢ penyelenggarann kehimasan dan keprotokalan;

d. penviapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

e pehgelolaan administyas: perlengkapan;

[ pengelolaan dan pengendalian administrasi perjaianan dinas;

g penvelenggaraan kerumahlanggaan, meliputi pelayanan
akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan
ketertiban,

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
denigan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan baban
dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk rmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal

(2}, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: ,

a penyiapan bahan penyusunan rencana den program kera
operasional pengelolaan keuangan Dinas;

b pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

¢ pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Persbavaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (S3PM] Dinas;

d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan
surat pertanggungjawaban {SPJ) atau tanda bukt pengeluaran
uang;

e pen}g*:aleﬂggar&an akuntansi dan penvusunan [aporan Keuangan
Dinas;

f. pelaaksan&ml fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 3
Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Pasal 10

(i Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang,
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kepala Bidang Pembinzaan PAUD dan PNF  mempunyai tugas

melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan

kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta
didik dan pembangunan karakter.

Untuk menyelenggarakan iugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyat fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan  pengelolaan
kurikulum, penilaign, kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta
didik dan pembangunan karakter;

b pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagzan, sarana, prasarana serta peserta
didik dan pembangunan karakter;

¢ pengoordinasian penyeténggaraan pengelolaan kurikulum,
penilaian, ketembagean, sarana, prasarana Serm peserta didik dan
pembangunan karakter;

d pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan  kurikulum,
penilaian, kelembapann, sarana, prasarana serta peserta didik dan
pembangunan karakter;

e penyusunan bahan penerbitan ifin pendirian, penatagn dan
penutupan PAUD din pendidikan masyarakat;

{. pelaksangan pemantauan dan pengendalian  penyelenggaraan
nengelolaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana, prasarana
serta peserta didik dan pembangunan karakter;

g pelaksanaan koordinasi, konsuitasi dan kerjasama penyelenggaraan
pengelolaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana. prasarana
serta peserta didik dan pembangunan karakier;

h. pelaksanaan pelayanan 1eknis penelenggaraan  pengelolaan
kurikeulum. penilaiﬂ.n. kelembagaan, sarana, pragarana serta peserta
didik dan pembangunan karakter;

i pelaksanaan evajuasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana, prasarana serta
peserta didik dan pembangunan karakter:

j. pe]aksanaa_n fungsi lain yang dibertkan olkeh Kepala terkait dengan
tugas dan {ungsinya.

Bidang Pembinaazn PAUD dan PNF, membawahkan:

a. Kelompok Substansi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan PAUD
dan PNF;

b. Kepala Seksi Sarana dun Prasarana PAUD dan PNF;

c. Kepala Seksi Peserta Didk dan Pembangunan Karakter PAUD dan
PNF.

Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF dipimpin oleh segrang
Kepala Seksi. _
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mempunyal tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan PNE.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat (2],
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mempunyal
fungsi: _
a  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
penvelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan
PNR:
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b,  penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan
PNF:

¢.  penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan
sarana dan prasarana PAUD dan PNF;

d. penyiapan bahan pembinaan teknis  penyelenggaraan
pengelolpan sarana dan prasarana PAUD dan PN

e penyiapan bahan pelaksansan pemantauan dan pengendalian
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan
PNF;

penyiapan bahan pelaksansan koordinasi. konsultasi dan
kerjasama penvelenggeraai pengélolaan saranz dan prasarana

PALL} dan PNF;

£ penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan  teknis
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan
PNF:

h. penyiapan bahan pelaksanaan evaliasi dan pelaporan
penvelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan
PNEF:

i, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fimgsinya.

Pasal 12

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan PAUD dan PNF Karakter

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

mempunyai  tugas  menyiapkan  bahan  pelaksanaan  dan

pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan peserta didik dan
pembangunan karekter PAUD dan PNF.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

mempunyai fungsi:

a  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta PAUD dan
PNF,

b. penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan teknis pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik
PAUD dan PNF,

c. penyiapan bahan pengoordinasian teknis pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD
dan PNF;

d penyiapan bahsn pembinaan ieknis pembinaan minat, bakat,
prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan PNF;

e penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik PAUD dan PNF,

f. vpenyiapan bahan pelaksanaan  koordinasi  konsultasi dan
kerjasama ‘teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karakter peserta didik PAUD dan PNF;

g penviapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakier peserta didik
PALUD dan PNF:
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penyiapan bahan pelaksansan evaluasi dan pelaporan teknis
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik PAUD dan PNF:
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 4
Bidang Pembinaan SD

Pagsal 13

Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2 Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, peserta
didik, kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta didik dan
pembanpgunan karakter SD.

Untuk menyelenggarnkan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pembinaan 8D mempunyai fungsi:

a

b

L.

perurnusan  kebijakan  teknis  penvelenggaraan  pengelolaan
kurtkulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana serta
peserta didik dan pembangunan karakter SD:

pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggariian  pengelolaan
kurikulum, peserta didik, kelembagean, sarana, prasarana serta
peserta didik dan pembangunan karakter SD;

pengoordinasian  pengelolaan  Kurikulum, peserta  didik,
kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta didik  dan
permbangunan karakter SD;

pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan kurkulum,
peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter SD

penyusunan bahan rencana kebutuhan peserta didik dan
pembangunan karakter SD;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan
penutupan SO

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian SD;

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sagtra daerah yang
penuturnyéa dalam daersh lingkup SD;

pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggarasn
pengelojaan  kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana,
prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SD,
pelaksanaan koordinasi, konsuitasi dan kerjasama
penyelenggeraan  pengelolaan  kurikulum, peserta  didik,
kelembagaan, sarana, prasarana serta peserta didik dan
pembangunan karakter 5D;

pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana serta
peserta didik dan pembangunan karakter SO

pelakasanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, prasarana seria
peserta didik dan pembangunan karakter SD:

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan 8D. membawahkan :
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a. Kelompok Substansi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan SD;
b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3D;
c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.

Pasal 14

Seksi Sarana dan Prasarana SD dipimpin cieh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan dan pengeordinasian penvelenggaraan pengelolaan

sarara dan prasarana SD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksl Sarana dan Prasarang 5D mempunyt fungsi

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasarans SD;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasarana SD;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian penvelenggarsan pengelolaan
sarana dan prasarana SDi

d penyiapan bahan pembinaan tekmis penyelenggaraan pengeiolaan
sarana dan prasarana 3Dy

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantausn dan pengendalian
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana SD;

f penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan
kerjasama penvelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana SD;

g penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasarana SO0;

I penyiapan  bahan  pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana SD;

i pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sekai Peserta Didik den Pembangunan Karakter SD dipimpin cleh

seorang Kepala Seksi.

Kepala  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

mempuryai tugas menyiapkan baban pelaksanaan dan

perignordinasian  penyelenggaraan pengelolaan  peserta didik dan

pembangunan karakter SD.

Untuk menyelenggarakan iugas sebagaimana dimaksud pada avat (2),

Kepala Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai

fungsi :

a gpenj"iapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengelotaan peserta didik dan pembangunan karakter SD;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengelolaan peseria didik dan pembangunan karakter SD;

¢. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan
peserta didik dan pembangunan karakter SD; :

¢ penviapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
penyelenggaraan pengelolaan peserta didik dan pembangunan
karakter SDy,
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penyiapan bahan pelaksanaan  koordinasi, konsulizsi dan
kerjasama penyelengparaan pengelelaan peserta  didik  dan
pembangunan karakter 30);

penyiapan bahan pelaksansan pelayanan teknis penyelenggaraan
pengelolaan peserta didik dan pembangunan karakier 5i;
penyigpan  bahan  pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan
peniyelenggaraan  pengelotaan  peserta  didik dan  pembangunan
karakter 3D,

pelaksanaan fungsi Rin yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugaes dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan SMP

Pasal i6

(1] Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(3] Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kurikulum, penilaian,
kelembagaan., sarana dan prasarana serta peserta didik dan
pembangunan karakter SMP.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai fungsi

.

perumusan  kebijaken teknis penyelenggaraan  pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta
peserta. didik dan pembangunan karakter SMP,

pelaksanaan kehijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagasn sarane dan prasarana seria
peserta didik dan pembangunan karakter SMP,

pengoordinasian penyelenggaraan pengeiolaan Kurikulum,
penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter SMF;

pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolzan  kurikulum,
penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik
dan pembangunan karakter SMP,

menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penatean dan
penutupan SMP;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan  lokal dan
Kriteria penilaian SMP;

penyusunan bahan pembinaan bshasa dan sastra daerah yang
penuturnys dalam daerah lingkup SMP;

pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan
pengelolaan  kurikulum, penilaian, kclembagaan, sarana dan
prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
pelaksanaan koordinas, konsultasi dan kerjasarna
penvelenggaraan pengelolaan kurikulum, penilaian, kelembagaan,
sarana, dan prasarana serta peserta didik dan  pembangunan

karakter SMP

pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana «an prasarana seria
peserta didik dan pembangunan karakter SMF;
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k pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan
kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta
peserta didik dan pembangunan karakier SMP;

1l pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan
Tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan SMP, membawahkan :

a Kelompok Substansi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan SMP;

b Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP;

¢ Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SMP.

Fasal 17

Seksi Sarana dan Prasarana SMP dipimpin oleh scorang Kepala Sekat

Kepala Seksi Sarena dan  Prasarana SMP mempunyvai  tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian

penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana SMP.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [2),

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai fungsi:

a. penyiapan bshan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengelolaan sarana can prasarana SMP;

b penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penvelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasaranag SMP:

c. penyiapan hahan pengpardinasian penyelenggaraan pengelolaan
sarana dan prasarana SMP,

d penyilapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan
sarana dan prasavana SMP;

e penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana SMP.

f penytapan bahan pelaksanaan keoordinasi, konsultasi dan
kerjasams penyclenggaraan pengeiolaan sarana dan prasarana
SMP,

g penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasarana SMP,

h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan
sarang dan prasarana SMP;

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Peserta Didikk dan Pembangunan Karakter SMP dipimpin oleh

seorang Kepala Sekai,

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

mempunyai  tugas menyiapkarn bahan pelaksanaan dan

pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan minat, bakat, prestasi

dan pernbangunan karakter peserta dicik SMP.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 3SMP

mempunyai fengsi

a. penviapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggarasn
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter

peserta didik SMP;
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penylapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik SMP;

penyiapan bahan penguordinasian penyelenggaraan pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik
SMP;

penyiapan bahan pembinaan teknis pembinaan minat, bakat,
prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMF;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan  pengendalian
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik SMP;

penyiopan bahan pelaksanaan  koordinasi, konsultasi dan
kerjasama pembinaan minaf, bakat, prestasi dan pembangunan
karekter peserta didik SMP;

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakier peserta didik
SMP;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kebudavaan

Pasal 19

Bidang Kebudayaan dipimpin oieh s¢orang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Kcbudayaen mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan kebudayaan,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyal fungsi

a

T Tm e

perurusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarab, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan
kesenian;

pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan wmuseum, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan
kesenian;

pengoordinasian  penyelenggarean pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum, pembinaarn sejarah,  pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian,
pembinaan ieknis penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestaran tradist,
pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan lokal;

penyusunan bahan pelestarian tradisi lokal;

penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat,
penyusunan bahan pembinaan kesenian

penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;

penyusunan bahan penetapan dan pengelolaan cagar budaya;
penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
kabupaten;
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l penyusunan bahan pengelolaan museum:

. penyusunan behan fasilitasi df bidang pengeiclaan cagar budaya,
pengelolaan  museum, pembinaan sejarah, pelestarian  tradisi,
pembinaan komunitas dan iembaga adat serta pembinaan kesenian;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan
kesenian;

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, membawahkan:

a Kelompok Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;

b Kelompak Substansi Sejarah dan Tradisi;

¢. Kelompok Substansi Kesenian.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 20

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyal Tugss

melaksanakan dan mengoerdinasikan pembinaan pendidik dan

tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNF serta tenaga
kebudayaan.

Untuk menyelenggarekan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan  pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan PRF serta
tenaga kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNF sertia
tenaga kebudayaan;

¢ pengoordingsian penyelenggaraan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNF seta tenaga
kebudayaan;

d penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNF;

e. penyusunan bahar pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD, SD SMP dan PNF serta tenaga Rebudayaan;

. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam wilayah kabupaten.

g penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya
dan permuseuman, tenaga Kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian dan tenaga kebudayaan [ainnya;

h pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyclénggaraan pembinaan
pendidik dan tenage kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNF serta
tenaga kebudayaan,;

i, pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkail
dengan tugas dan Tungsinya.

Bidang Pembinaan Ketensgaan, membawahkan:

a. Kelompok Bubstansi Pendidik dan Temaga Kependidikan PAUL,
PNF dan Temaga Kebudayaan:
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b. Kepala Seksi Pendidik dan Temaga Kependidikan 8D
¢. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

Pasal 21

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3D dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi,

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai

tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian

penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 5.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{2}, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3D mempunyai

fungsi :

a gf::-f:ﬂ:,«ia.p\au'l bahen perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 3D,

b. penyiapan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Si)

c.penyiapan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi,
fasilitasi, konsultasi dan kegasama pendidik dan ‘tenaga
kependidikan 3D;

e. penviapan bahan pelaksanaan evalugsi dan  pelaporan
penyelenggarasn pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
8D,

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Selsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM dipimpin oieh seorang

Kepala Seksi,

Kepala Seksi Pendidik dan Temaga Kependidikan SMP mempunyai

tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian

penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (2),

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai

fungsi:

a gpen}'iapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pembinaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP,

b. penviapan bahan pelaksansan kebijakan teknis penyelenggaraan
pembinaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

c. penyiapan bahan pelaksanamn pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan SMP; ) _

d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi,
konsultasi dan kerjasarna pehyelenggaraan pembinaan pendidile
dan tenaga kependidikan SMP;

e. penyviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan peleipl.:ran
penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah SMP; ,

f. pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya,
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Paragrafl 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 23

UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinaa yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang
terrentu.

UFTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang erada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 24

Selain UPTD sebagzimana dimaksud pada Pagal 23, pada Dinas
terdapat UPT berupa Satuan Pendidikan.

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat [1) berbentuk
Satuan Pendidikan Formal dan Non-formal.

UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang dijabat oleh Jabatan Fungsional gury  atau
pamong  belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta berada i bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala,

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi
tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Fasal
23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

[
2]
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Paragral 9
Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompeok Jabatan Fungsional di hingkungan Dinas mempun}'ai_ tugas
menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua
kelompok vang bherada d&i bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala.

Keli:palixpnk Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
tenaga fungsional senior. ;

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat
ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.

Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan
jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan
tugas utamanya sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. . ..
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja vang ada.
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Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 27

Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi serta pelaporan pads satu Kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator Jabatan Fungsiona! sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] memimpin sekelompok substansi Pejabat Fungsional dan
pelaksana dalam melaksanakan tugas.

Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub
Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Mutda.

Dalam hal tidak terdapat Pejpbat Fungsional sebagaimana dimaksud
ayat [3), maka Pejabat Fungsional dengan jenjang Ahli Pertama atsu
Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Penyelia dapat diberikan
tugas tambahan sehagai Sub Koordinaror Jabatan Fungsional
Pelaksanaan tugas sebapai Sub Koordinator Jabatan Fungsional
minimal dalam kurun waktu 1 (satu] tahun sepanjang yang
bersangkutan tetap berkinerja baik danfatsu tidak melakukan
pelanggaran disiplin sedang danfatau berat

Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub
Keordinator akan neik, pangkat diberikan tembahan angke kredit 25%
(dua pulub lma persen) dan Angka Kredit Kurnulatii untuk kenaikan
pangkat setingkat febih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam
Penetapan Angka Kredit aetelah melaksanakan twgas iambahan
sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 {satu] tahun penilaian
kineyja Jabatan Fungsional.

Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala melalui Surat
Tugas.

BAB ¥V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan unit organmsasi dalam melaksanakan tugas
masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik
dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi
fain.

Setiap pimpinan sawan unit organisasi wajib menerapkan sistem
pengendalian intern d lingkungan masing-masing.
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Setiap pimpinan safuan unit crganisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
pengarahan, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugss
bawahamys.

Setap pimpinanl satudan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambhil
langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan
kerjasamea secarz [ungsional sesuai dengan struktur dan jenjang
jahatan yvang berlaku secara vertikal maupun horizontal

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan  unit
organisasi wafib melakukan pembinaan dan pengawasan  Satuan
arganisasi vang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajb mengikuti  dan
mematuhi  petunjuk-petunjuk dan  bertangeungiawab  kepada
atasannya serta meényampaikan laporan tepat waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi
dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan
laporan  lebth [lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
sebagaimana dimaksud pada aval (2), tembusannya disampaikan
kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional
mempunyai hubungan kega.

Peraturan wmengenai teknis laporan dan cara penyampalannya
berpedoman pada ketentuan peratwan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 30

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya. Kepala dapat
menunjuk Sekretaris atau salkh seorang Kepala Bidang sesuai dengan
bidang tugasnya.

Dalam bhal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan
tugasnva, Sekretaris atau XKepala Bidang dapat menunjuk salah
seorang Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional sesuai dengan
bidang tugasnya.
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BAaB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala merupakan Jabatan Eselon [Ib atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon lla atau Jabatan
Administrator.

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVa
atau Jabatan Pengawas.

Pasal 32

Selain jabatan sebagairnana dimaksud pada Pesal 31, pada Dinas
terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

Pagal 33

Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas
wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;

b. mana jerial;

¢ soszial kuitural.

Selain memenuhi kKompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pegawai Aparatur Sipil Negara vang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator dap Jabatan Pengawas pada Dinas
harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan
dengan sertifikasi,

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diukur dar tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen
dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada aeyat (2] huruf
¢ diukur dari pengalaman kerjg berkaitan dengan magyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budeya sehingga 'memiliki
wawasan kebangsaan,

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayai (3)
antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang
terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat
dengan daerah, pemerintaban umum, pengelolaan keuangan daerah,
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah, hubungan



pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan, yang
dibuktikan dengan sertifikasi.

B Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1] Pejabat Aparatur Sipit Negara pada Dinas diangkat dan diberhennkan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¥ Kepala diangkat dan diberhentikan cleh Bupati atas persetujuan
Guberniur dari pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi syarat
administrasi dan kualifkasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3 Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan
bahan penentuan Kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

(4 Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peratuwran perundang-undangan.

BAB VI
FEMBIAYAAN

Paaal 35

Pembiayaan Dings bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

8AB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(] Pada inasing-masing Bidang terdapat fungsi  pengelolaan
ketatausshaan dan dokumentasi lingk up Bidang vang dilaksanakan
oleh salah satu Sub Koordinator.

[ Penetapan Sub Koordinator sebapai pelaksana fungsi ketatausahaan
dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

RAR VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Feraturan Bulpati
Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

Peraturan Bupat ini
Kabupaten Indramayu.

memerintahkan pengundangan
dengan penempatannva dalam Berta Daerah

Ditetapkan di Indramayy
pada tanggal 9 Mei 2022

- 5\INDRAMAYU
\
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Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN [NDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 79
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